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Mengingat ; 1.

QANUN KABUPATtrN ACEH BtrSAR
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KB TIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BtrSAR

BI SMILLAHIRRAH MANI RRAHI M

LAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PBNYAYANG

TAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa dalam rangka menunjang upaya Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka perlu keterlibatan
pihak ketiga dalam pembiayaan pembangunan daerah;
bahwa dengan ditetapkan UU Nomor 11 tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar dapat menerima sumbangan dari
pihak Ketiga dengan kewajiban memberitahukan kepada
DPRK Aceh Besar;
bahwa Keterlibatan Pihak Ketiga dalam
pembangunan daerah perlu ditampung
penerimaan yang disebut dengan
sumbangan dari pihak ketiga kepada
Kabupaten Aceh Besar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1O92);
Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198I Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32O9)l nDV
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dalam suatu

penerimaan
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OL 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3175);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a60e);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra}ryat
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor O2l;
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Menetapkan :

Dalam Qanun
1. Kabupate

sebagai s
khusus u
dan kepe
perundan
Republik
Indonesia

2. Pemerin
yang di
Ralqyat
masing;

3. Pemerin

. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh besar Nomor 04 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2OlO
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 3 Tahun 2OOB tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran f)aerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 20 10 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Nomor L2);

. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol1 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT KABUPATBN ACEH BESAR
dan

BUPATI ACBH BBSAR,

MEMUTUSI(AN :

ANUN I(ABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
KEPADAENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

EMERINTATI I(ABUPATEN ACEII BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ni yang dimaksud dengan :

Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh
tu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
uk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
tingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
ndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik
ahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan

anakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan
upaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Aceh Besar adalah unsur penyele nggara pemerintahanKabupate
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daerah upaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah
Kabupate Aceh Besar;

4. Bupati ad ah'Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
dipilih me
azas langs

ui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
ng, umuffi, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Dewan akilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan
Ralryat Kabupaten (DPRK) adalah Unsur Penyelenggara

Pemerin an Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih
melalui pe ilihan umum;

6. Qanun upaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis
daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan

pemerln dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
7. Badan ah sekumpulan orang danlatau modal yang merLlpakan

aik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
g meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
u,irrtya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan

usaha mi daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa PUD,
si, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,firma, ko

yayasan,
lainnya,
investasi

anisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
mbaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
lektif dan bentuk usaha tetaP;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
raan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
kretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan

9. Pihak Ke adalah setiap orang pribadi atau Badan, dimanapun
domisilin tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.

Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak10. Sumbang
Ketiga k da Daerah secara suka rela, tidak mengikat yang
perolehan ya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan

Perwaki

peraturan

kesatuan,
usaha ya
perseroan

penyelen
Daerah,
Kecamat

perundan
disamaka
atau tid rgerak;
Kas Da
Donasi a
Barang B

undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang
d.engan uang, maupun barang-bar&fl8, baik yang bergerak

11.
L2.
13.

adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;
ah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;

rgerak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan
dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain;
ak bergerak adalah barang yang berwujud yang menurut

hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat
dipindah n ketempat lain.

BAB II
PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

hukumny
14. Barang ti

sifat ata

Pemberian
didasarkan

mbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah
prinsip transparansi, akuntabilitas, itikad

kabupaten
baik, suka

rela, kepasti hukum dan kepentingan umum.sukarela dengan tujuan

untuk menin katkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
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(1) Pemerin

(2) Sumbanga
pemberian
sumbang

BAB III
DAN SIFAT PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 3

Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
hadiah, hibah, wakaf, donasi, dan/atau lain-lain

yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga;

(1) Penerim
kepenting
Pemerin

(2) Pemberian
sebagaima

Pasal 4

Sumbangan Dari pihak Ketiga bersifat tidak ada
secara politis, tidak mempengaruhi kebijakan

kabupaten Aceh Besar, tidak bertentangan dengan nilai-
nilai atau i eologi negara;

sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten
a dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) tidak mengurangi

kewajiban- ewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara
maupun erah seperti pembayaran pajak, Retribusi dan kewajiban-
kewajiban
berlaku.

innya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

BAB IV
ATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 5

(1) Bupati A Besar
Ketiga se €umana

(2) Dalam hal
Daerah;

(3) Dalam hal
daftar inve

umbangan Pihak Ketiga berupa uang wajib disetor ke Kas

(a) Dalam hal sumbangan Pihak ketiga berupa tanah, dituangkan dalam
dengan mencantumkan luas, nilai dan status kepemilikan.

itandatanganinya berita acara tersebut, pemerintah
kabupaten gera menyelesaikan status dokumen kepemilikan;

memberitahukan penerimaan sumbangan Pihak
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada DPRK;

umbangan Pihak Ketiga berupa barang wajib dicatat dalam
taris barang daerah;

sebagaimana dimaksud
Pendapatan dan Belanja

imaan sumbangan Pihak Ketiga
2) dicantumkan dalam Anggaran

Daerah Ka upaten Aceh Besar;

(6) Setiap pe erimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang
sebagai a dimaksud pada ayat (3), maka kewajiban pembayaran
pajak men di kewajiban Pemerintah Kabupaten.

berita aca
Setelah

(5) Hasil pen
pada ayat

Tata cara
sebagaimana
Peraturan Bu

mberian
dimaksud

Pasal 6

dan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga
dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan

ri.
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(1)

(2)

PelaksanaErn
Perangkat
tanggungia*

Pasal 7

Hasil Pen rimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagai bagian penerimaan
untuk kepentingan Daerah ;Daerah jib digunakan sebesar-besarnya

Barang-b
dicatat

yang berasal dari surnbangan Pihak Ketiga
enjadi kekayaan Daerah yang pengelolaan

ya dilakukan sebagai barang milik Daerah
dengan trrran perundang-undangan .

BAB V
PELI\KSAT{AAN DAN PEN GENDALIAIIT

Pasal 8

pengendalian qanun ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja
aerah yang tugas pokok, fungsi, wewenang dan

ya di bidang pendapatan Daerah beserta instansi terkait
lainnya di li gan Pemerintah Kabupaten.

Qanun

BAB VI
I(ETEHTUAI{ PET{UTUP

Pasal 9

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
lembaran Daerah KabupatenQanun ini d

Aceh Besar.
gan penempatannya dalam

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tan

Diundan di Kota Jantho

wajib
dan

sesuai

ACEH BESAR

BESAR,f

BASYAH

[n.a" tanggal

SEKRET,
KABUPATE

b.

ZULKT AH

LEMBARAN ERAH
TAHUN 2OL2 OMOR

7 Desember 2Ol2
3 Shafar L434

S DAERAH
CEH BESAR,

KABUPATEN
40
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I. UMUM

mempun
urusan pe
penyelen
Untuk da
sumber-s
undangan.

urusan
memberi
menduku
membiay
serta m
perlu ad
bentuk su

sumban
mengatur
pengadmi
Kabupate

II. PASAL D

Pasal 1

Cu

PBNJELASAN
ATAS

QANUN IGBUPATEN ACtrH BESAR
NOMORzT{ TAHUN 2012

TENTANG

RIIYIAAI{ SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTATI I(ABUPATEN ACEH BESAR

penyelenggaraan pemerintahan, Daerah Kabupaten
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

erintahannya untuk meningkatkan elisiensi dan efektivitas
aan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

t menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan.
ber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-

Peme ntah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka melaksanakan
erintahan sesuai prinsip otonomi daerah dengan
ruan'g partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk
peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan
pu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu
a peranserta masyarakat memberikan kontribusi dalam
bangan pihak ketiga melalui pemerintah kabupaten.

Unt mewujudkan dan menjamin kepastian hukum penerimaan
pihak ketiga tersebut,, diperlukan adanya dasar untuk
ntang mekanisme pemberian sumbangan dan tata cara

strasian sumbangan yang diterima dalam Qanun
ceh Besar.

PASAL

p Jelas.

Pasal 2
Cuk

Pasal 3
Ayat (

Ayat

Ayat )

p Jelas.

)

kup Jelas.

zl
adiah adalah pemberian baik berupa barang atau uang dari
ihak lain, sedangkan donasi adalah pemberian sumbangan
tap yang berupa uang dari pihak lain.

ang dimaksud dengan kewajiban lain
ihak ketiga dengan pihak lain seperti

adalah kewajiban
kewajiban pihak

p.
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ketiga terhadap barang tersebut
biaya kegiatan dan utang.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasa-l 8
Cukup Jelas.

seperti biaya administrasi,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAE}UPATEN ACEH BESAR NOMOR 40
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